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TENTANGTENTANG  
TATA CARA PELELANGAN HAK PENGUSAHAAN HUTANTATA CARA PELELANGAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN  

MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN, 

Menimbang :Menimbang :  

a. bahwa hutan produksi alam merupakan salah satu potensi kekayaan alam yang 
harus dimanfaatkan secara optimal dan lestari dalam bentuk pengusahaan hutan 
untuk pembangunan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;  

b. bahwa dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat dan peningkatkan 
kemakmuran rakyat serta memberikan kesepakatan kepada masyarakat luas 
menyelenggarakan pengusahaan hutan berdasarkan azas adil, merata dan 
berkelanjutan, maka Hak Pengusahaan Hutan (HPH) disamping diberikan melalui 
permohonan, dapat juga diberikan dengan cara pelelangan;  

c. bahwa demi tertib dan lancarnya penyelenggaraan pelelangan HPH perlu 
ditetapkan Tata Cara Pelelangan Hak Pengusahaan Hutan dengan Keputusan 
Menteri Kehutanan dan Perkebunan.  

Mengingat :Mengingat : 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 
Kehutanan;  

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970;  

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan 

Hak Pemungutan Hasil Hutan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan 

Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan;  
6. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Departemen;  
7. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet 

Reformasi Pembangunan;  
8. Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan, Pembinaan dan 

Pengembangan Perkoperasian.  

MEMUTUSKAN :MEMUTUSKAN : 

   

Menetapkan :Menetapkan :  
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TENTANG TATA CARA 
PELELANGAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN  

Pasal 1Pasal 1 

Tata Cara Pelelangan Hak Pengusahaan Hutan adalah sebagaimana tercantum dalam 



lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.  

Pasal 2Pasal 2 

Tata Cara Pelelangan Hak Pengusahaan Hutan tersebut merupakan pedoman dalam 
penyelenggaraan pelelangan Hak Pengusahaan Hutan.  

Pasal 3Pasal 3 

(1) Ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku. 
(2) Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan ini, diatur oleh Direktur Jenderal Pengusahaan 
Hutan. 

Pasal 4Pasal 4 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  

   
Ditetapkan di : J A K A R T A      

Pada tanggal : 10 Nopember 1998

  

MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,
ttd.                                 

Dr. Ir. MUSLIMIN NASUTION             

Salinan Keputusan ini 
Disampaikan kepada Yth. :  

1. Para Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan  
2. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia  
3. Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan  
4. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi 

seluruh Indonesia  
5. Para Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I seluruh Indonesia  


